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Perpres Nomor 33 Tahun 2012

Tugas Dan Fungsi Pusat Dan Anggota
Jaringan Dokumentasi Dan Informasi
Hukum Nasional

Pembangunan Sistem Informasi Hukum
Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi
Yang Dapat Diintegrasikan Dengan Website
Pusat JDIHN




Informasi Hukum.

Mencabut permenkumham No. 2 Tahun 2013

“Standar

Pengelolaan Standar Pembuatan

Dokumen pemamban ) Abstrak Per-UU

dan Standar Pengolahan
Informasi Dokumen & Informasi
Hukum” Hukum

L

Instrumen untuk menciptakan
Keseragaman Pengelolaan

Bahan Dokumentasi, Standar Laporan
mempercepat Penemuan Evaluasi
Kembali Bahan Dokumentasi,

dan meningkatkan Pelayanan JDIHN

dan Akses Publik terhadap



https://bphn.jdihn.go.id/pencarian/38680/detail

Absirak Peraturan
Perundang-undangan

PERMENDAGRI NO.84, BN 2014 /NO. 1837, 13 HLM.
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Untuk melaksanakan Pasal 19 PERMENDAGRI No.40
Tahun 2011 tentang Standar Organisasi dan Tata Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pasal 23 PERMENDAGRI
No.41 Tahun 2011 tentang Standar Organisasi dan Tata
Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta,
periu menetapkan PERMENDAGRI tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.39
Tahun 2008; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun
2014; PP No.6 Tahun 2010; PERPRES No.88 Tahun 2014;
PERMENDAGRI No.10 Tahun 2009; PERMENDAGRI No.40
Tahun 201 1;PERMENDAGRI No.41 Tahun 2011.

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dengan
menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam
pengaturannya. Diatur tentang Pengorganisasian yang
mana Gubermnur dan Bupati/Walikota berwenang

melakukan penyelenggaraan ketertiban umum,
ketentraman dan periindungan masyarakat, ditingkat
WKearnarnatan Ailirnanahlan e Carnar Daral-ristan

sukarela dan terbuka, yang masa kerjanya sampai 60
tahun atau sampai diberhentikan. Tugas, hak, kewajiban
dan pemberdayaan Satlinmas. Menteri melakukan
pembinaan umum, Gubernur, Bupati/Walikota
pembinaan teknis operasional. Kepala Desa/Lurah melalui
Camat menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota

selanjutnya dilaporkan ke Gubernur kemudian ke Menteri
melalui Ditjen Pemerintahan Umum, yang dilakukan
secara berkala setiap 6 bulan atau sewaktu-waktu
dibutuhkan.

Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28
November 2014

Anggota Satlinmas yang telah dibentuk sebelum Permen
ini diundangkan, tetap diakui keberadaannya dan harus
menyesuaikan dengan persayaratan sebagaimana diatur
dalam Permen ini

Lamp. : 1 hlm.




Standar Pengolahan
Dokumen dan Informasi
Hukum

B Standar Website JDIH
o
O

Standar Metadata

Integrasi JDIHN

Khazanah Dokumen Hukum




Nama Domain

https://jdih.(instansi).go.id
http://jdih.kemenkopukm.go.id

Struktur Organisasi
Struktur Organisasi JDIH Instansi

Logo Pusat JDIHN

Memuat Logo Pusat JDIHN di
pojok kiri atas layar

Konten

Konten/isi dalam aplikasi JDIH
harus berisi Dokumen Hukum

Search engine
Terdapat penelusuran/ search

engine

O
O

Daftar Link

Menampilkan daftar link welbsite
anggota di bawah instansinya

Kontak kami

Alamat dan kontak person
pengelola JDIHN

Indeks Kepuasan

Indeks kepuasan masyarakat
terhadap pemanfaatan

@ aplikasi JDIHN

Link Tautan Portal JDIHN




\#'.  Evaluasi Tampilan
Website JDIH
SETJEND DPR RI

) Kontak

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM TEMUKAN DOKUMEN

BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

. PROFIL BERITA DOKUMEN HUKUM SURVEI IKM GALERI KONTAK
Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) POLLING

Sejarah Singkat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional
PERTANYAAN

PROFIL SEKRETARIAT

{(Lembaran N

Domain Sesuai dan sudah secure
(https://jdih.dpr.go.id/)

—

Logo Pusat JDIHN
(di pojok kiri layar website)

Struktur Organisasi Pengelola JDIH

Konten/Dokumen Hukum
Peraturan Perundang-undangan

2
4
‘ Kontak Pengelola Web JDIH
6
8

Advance Search Engine
IKM (Indeks/Survey Kepuasan Masyarakat)
Link Tautan Portal JDIHN

Berita : masih kosong

URL Integrasi : akfif



Nl Evaluasi Tampilan
We bSite J DI H Struktur Organisasi Pengelola JDIH DPR RI

: masih kosong

SETJEND DPR RI

5 /10 — 100% -+ [E )]

(1) Organisasi JDIH Setjen DPR RI terdiri a

a. Pusat JDIH ien DPR RI; dan

b. Anggota JDIH Setjen DPR RI
(2) Pusat JDIH Setjen DFR RI agaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
:'AUR&E?/IAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI dalah bire yang membidz okumentasi dan informasi hukum.

BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

= PROFIL BERITA DOKUMEN HUKUM SURVEI IKM
i’v:tz 1| Parar2
& 11

Struktur Organisasi

Struktur Orga

Yy D

at (1) huruf

PROFIL DOKUMEN HUKUM GALERI
UUD 1945 FOTO
UNDANG-UNDANG VIDEO

VISI & MISI PERATURAN PEMERINTAH

STRUKTUR ORGANISASI PENGGANTI UNDANG-UNDANG KONTAK

SEKRETARIAT PERATURAN DPR

BERITA

SURVEI IKM

MacBook Pro




[n] @ jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/peraturan_dpr/id/37

Menu Kontak

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib

METADATA

Judul Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan M .I_ d .I_ o :I h ° st I
Ketiga Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata e O O O . S U a Ses U q I a n q r
Tertib

Permenkumham Nomor 8 Tahun

(T.EV)

Nomor 2018 20 1 9

Bentuk Peraturan Peraturan DPR

Singkatan Bentuk PerDPR
Peraturan

Catatan

Tempat Penetapan Jakarta

Tanggal Penetapan 31 October 2018 KeTerOngOn STOTUS: Dibuqt Iink ke

Pengmdangn peraturan target

Sumber BN 2018 (1752): 31 him

Subjek TATATERTIB  PERUBAHAN KETIGA

Status Berlaku
Status Peraturan

Keterangan Status Mengubah Peraturan Dewan Pei ilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 Tentang ertib (Perubahan
Ketiga)

Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Sekretariat Jenderal DPR RI
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara

Lampiran 2018perdpr002 pdf




PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat
berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam  permusyawaratan/perwakilan,
diperlukan lembaga perwakilan rakyat yang mampu
menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk
mewujudkan pembangunan hukum nasional
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Indonesia.

Ditetapkan di Jak
fanggd S\ picepan s

penetapan @mnggal 31 Oktober 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Tanggal
pengundangan

. BANG SOE

Diverdampkan di Jaka

pada tangga] 27 Desember 2018

penandatangan

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

o

7

i
’/// sumber

7
WIDODQ EKA

@Rm\ NEGAA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1752




Judul ditulis

»
n ol o]l =
lengkap!!
P S ——
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Tndote i
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas JENIS DOKUMEN
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Memor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib FERATURAN PR
Judul : Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor
;K'I“JPkT e ST 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan
akarta tober q a a
Berlaku Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang
;:iiazzfﬁ—“'i‘f‘ﬁa’ Se.urq;?)j;;(1?52):31 him. Lampiran Tata Terﬁb . x . .
—amel Format Judul : Huruf kapital di setiap awal kata saja
Bidang Hukum
Urusan Pemerintahan Hukum Administrasi Negara sumber s BN 201 8 (1 752): 31 hlm--
_— e E——— Format Sumber : Singkatan Berita Negara- Tahun - (Nomor Berita
Indonesia DPRRI Negara) : jumlah halaman.
Penandatanganan K;derungnn Status . R o e N
CAMBANG SOESATYO — Bidang Hukum : Hukum Administrasi Negara
mengubah Peraturan Dewan Perwakilan . -
Peraturan Terkait Rakyat Republik Indonesia Nomor UrUSOn PemerlnTOhOn YUSi’ISI
Tahun 2014 tentang Tata Tertib
Penandatangan : BAMBANG SOESATYO
Format Penandatangan : Tuliskan nama saja tanpa gelar
Melsksanakan : UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN Ket. Status terdiri dari: Pemrakarsa : DPR RI
PERATURAN PERLINDANG-UNDANGAN . Mencabut (instansi yang memprakarsai lahirnya peraturan ini)
Botcurmen Terkoi : ’I\)’:cquL h Peraturan Terkait: Dasar yuridis pembentukan peraturan tersebut (Lihat
Data belum Tersedia * .engu a konsideran menimbang)
. Diubah :
Hasil Uji Materi Subjek : TATA TERTIB
Data belum fersedie Subjek : Topik/ kata kunci dari isi dokumen peraturan (ditulis huruf
T.EU BADAN COp"‘Ol/UPPERCASE)
Nama Pengarang Tipe Pengarang Jenis Pengarang Penomgon File . 20]8perdpr002_pdf
ndonesia.Dewan Perwakilan Rakyat Badan Organisasi Pengarang Utama FOI'me PenOmGGn File : (fdhun perCﬂ'UI'Cln)(jeniS perCﬂ'UI'Cln)(nomOI'

peraturan).pdf

SUBJEK : TATATERTIE -

Keterangan Status: Mengubah Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014

Dibuat link ke peraturan target, dengan syarat peraturan target sudah
diinputkan sebelumnya.




Contoh Pengisian Metadata Monografi Hukum

Judul Huruf Besar hanya diawal judul, Aspek hukum bayi tabung dan sewa rahim
selebihnya kecil semua (perspektif hukum perdata dan hukum islam)

ASPEK HUKUM

BAYI TABUNG DAN

FEWA RAHIM

Tahun terbit
Edisi

Nomor Panggil

Klasifikasi
Tempat terbit
Penerbit

Deskripsi fisik

Bidang Hukum
ISBN

Eksemplar

Bahasa

Gambar Sampul

TEU Orang/Badan

Subjek

File Dokumen

Tergantung dokumen

(nomor klasifikasi) + (3 huruf awal
nama pengarang) + (huruf awal judul)

Jumlah halaman romawi pada buku,
jml halaman buku,; finggi buku

Nomor ISBN buku

Buku dengan judul yang sama namun
memiliki nomor berbeda

Nama Pengarang (tanpa gelar dan
dibalik)

Topik/ kata kunci dari isi dokumen

2014
Cet. 1
3446 THA a

346
D.l Yogyakarta
CV. ASWAJA PRESSINDO
X, 253 HLM. ; 23CM

Hukum Islam

978-979-3925-83-7

Indonesia

THAMRIN, HUSNI

HUKUM ISLAM

Dikecualikan buku komersil karena berkaitan dengan hak cipta

pa| S




Aspek hukum bayi tabung dan sewa rahim (perspektif hukum
perdata dan hukum islam) JENIS

nerbit BUKU HUKLUM
CW. ASWAJA PRESSINDO

Deskripsi Fi

5

X, 253 HLM. ; 23CM

Indonesia

empat Terbit

978-979-3925-83-7 Dl Yogyakarta

Anak hasil bayi tabung menimbulkan
problema hukum dari segi kedudukan, hak-
hak dan hak mewaris. Buku ini mengulas
permasalahan tersebut dalam perspektif Lampiran

Hukum Perdata dan Hukum Islam. Bidang Huku
Hukum Islam

EKSEMPLAR

Kode Eksemplar lokasi Rak Status Buku

0114000827 Tersedia HGS“ \npU‘dn

T.E.U BADAN

Mama Pengarang Tipe Pengarang Jenis Pengarang

THAMRIM, HUSM Mama QOrang Pengarang Utama

SUBJEK : HUKLUM ISLAM -

MacBook Pro




Cara Pengisian Metadata Artikel (Majalah Hukum/Koran) I

TATAKELOLA ENERGI TERBARUKAN DI SEKTOR KETENAGLISTRIKAN
DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

(RENEWABLE ENERGY GOVERNANCE IN THE ELECTRICITY SECTOR
IN THE NATIONAL LAW DEVELOPMENT FRAME WORK)

Oleh: Nunuk Febriananingsih
Pusat Analisa dan Evaluasi Hukum Nasional
Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAMRI
Email: febrianasdalh1@gmail.com

ABSTRAK

Listrik merupakan sumber daya energi yang strategis dan sangat penting bagi hajat hidup
rakyat banyak. Pemerintah sudah berusaha untuk membebaskan Indonesia dari krisis energi
listrik dan berupaya mencari alternatif penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT).
Pemerintah telah berkomitmen bahwa EBT akan terus dikembangkan untuk menjamin
ketahanan energi di Indonesia serta memenuhi permintaan listrik yang kian bertambah.
Pemerintah menetapkan target 23% porsi energi bersih dalam bauran energi nasional di
tahun 2025 dan 31% pada tahun 2030 melalui Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana
Urum Energi Nasional (RUEN). Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi
Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik (selanjutnya disebut Permen ESDM 50/2017)
sehagaimana diubah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya mineral Nomor 53 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50
Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga

Tipe Dokumen

Judul

Tempat Terbit
Tahun
Bahasa

Sumber
Bidang Hukum
Lokasi

TEU Orang / Badan

Subjek

File Dokumen

Artikel Hukum

Yang benar: tuliskan judul artikel yang terdapat dalam MHN
Contoh: Tata Kelola Energi Terbarukan Di Sektor
Ketenagalistrikan Dalam Kerangka Pembangunan Hukum
Nasional (Renewable Energy Governance In The Electricity
Sector In The National Law Development Frame Work)

Jakarta
2019

Indonesia

Contoh pengisian yang benar:
MAJALAH HUKUM NASIONAL (NO.2), 2019, 29-56

Bidang hukum yang dibahas dalam artikel/jurnal
Misal : Hukum Administrasi Negara

Tempat dokumen fisik dikelola (hama instansi disingkat) BPHN

Nama tokoh pengarang/instansi yang membuat
artikel/majalah hukum (tanpa gelar dan dibalik)
Contoh: Febriananingsih, Nunuk

Kata kunci Artikel: KETENAGALISTRIKAN-PEMBANGUNAN HUKUM

File Pdf, seharusnya (hama majalah-edisi-tahun-halaman
jurnal)
contoh nama file : MHN-02-2019-29-56.pdf




Tata Kelola Energi Terbarukan Di Sektor Ketenagalistrikan
Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional (Renewable
Energy Governance In The Electricity Sector In The Nationadl
Law Development Frame Work)

~lar

MAJALAH HUKUM MNASIOMNAL (NO.2), 2019,
20-56

1gang nuEUm

Indonesia Hukum Umum

T.E.U BADAN

Mama Pengarang Tipe Pengarang Jenis Pengarang

Febriananingsih, Nunuk Mama Orang Pengarang Utams

SUBJEK : KETEMAGALISTRIKAN-PEMBANGUMAMN HUKUNM -

MacBook Pro

ARTIKEL HUKUM

Lampiran

mhn-02-2019-25-56. pdf




Cara Pengisian Metadata Putusan Pengadilan

' Tipe Dokumen Putusan Pengadilan

Judul Putusan Mahkamah Agung Nomor 319 PK/Pdt/2016 tahun 2016 Rico Widjaya vs Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif c.q Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, Dkk

T.E.U Badan Indonesia. Mahkamah Agung
Nomor Putusan 319 PK/Pdt/2016
Jenis Peradilan Mahkamah Agung

Singkatan Jenis Peradilan MA

Tempat Peradilan Jakarta
Tanggal dibacakan 26 Juli 2016
Sumber Mahkamah Agung

Subjek SENGKETA TANAH
Status Putusan TETAP

Bahasa Indonesia

Bidang Hukum/Jenis Perkara Hukum Perdata

Lokasi Lokasi tempat Peraturan Fisik berada
Contoh: jakarta

Lampiran 4 digit tahun perkara+singkatan peradilan+4 digit kode wilayah+nomor putusan
Contoh: 2016MA0031319 PK/Pdt/2016




Standar Pengelolaan Dokumen
Dan Informasi Hukum

= Permenkumham

\_ Nomor 8 Tahun 2019

merupakan
SALAH SATU INDIKATOR PENILAIAN
PENGHARGAAN JDIHN




Video Pedoman Standar
Pengelolaan Dokumen dan
Informasi Hukum Website JDIH

Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi
Hukum Nasional
@2021



http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
Standar Pengelolaan Website JDIH.mp4
Standar Pengelolaan Website JDIH.mp4
Standar Pengelolaan Website JDIH.mp4

Laporan Tahunan Pengelolaan JDIH

https://e-report.jdihn.go.id/

| Se Jp Anggota JDIHN harus
fle-report
& err paikan JJngJn J)éumu]rum/

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Login to your account

Mekanisme pelaporan secara manual
(mengirimkan berkas hardcopy ke Pusat JDIHN)
telah diperbarui dengan pelaporan secara
elektronik melalui aplikasi e-Reporting JDIHN

Laporan disampaikan pada setiap Bulan
Desember [Perpres 33/2012 ttg JDIHN, Pasal
10 ayat (2) huruf f]

3 ©) of o

www.jdihn.go.id @jdihnindonesia JDIH Nasional @jdihnindonesia jdihn indonesia




< C & jdihngo.id

é@ JDIHN  DOKUMENHUKUM ANGGOTA  KEGIATAN UNDUHAN FAQ  MASUK -

KHAZANAH DOKUMEN HUKUM
INDONESIA

JDIHN

Jaringan Dokumentasidan Informasi Hukum Nasional
berisi dokumen‘hukum yang berasal dafianggota IDIH di tingkat pusat hingga daerah yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia

®O

CARI D N S O S R -

CARI DOKUMEN




< C & jdihngo.id Q7

Silahkan masuk

ke laman APLIKASI TERKAIT
JDIHN.GO.ID
E-Reporting SIKUNIK EVADATA
Klik aplikasi
Pelaporan
Anggota JDIHN

TAUTAN SOSIAL MEDLA PUSAT JDIHN

www.jdihn.go.id @jdihnindonesia JDIH Nasional @jdihninonesia jdihn indonesia



e-report
JDIH

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

4 Masukkan ID/User Name
yaitu Nama Instansi :

o il Login to your account Kabupaten Lahat

< <3
-

U sername

<1 (A.l.‘.hft r
Tany sl
R R A0

Masukkan password standar

.= A Password _ yaitu : SEr3p0rTH!Ing//

o $ ) ~ . v &= >
e C;t'cg ‘_-,’?‘k -V = gy oe’(o
:s‘:\ ,.z;‘&o 0‘0\
£ g <5 \
e
2020 © BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL . .
y 5 . Klik Login

of o

@jdihnindonesia JDIH Nasional @jdihninonesia jdihn indonesia

www.jdihn.go.id




le-report
SELAMAT DATANG, Dashboard
Kota Bogor

£ Setting

Update |DIHN

Dashboard muman penting dari BPHN

Klik Setting

UJ Pelatihan JFT Pengelola Prrpustakaan

O send documents to Mike W

O Go to the doctor dr Smith

Data Profil JDIH DIH tingkat Kota Pada tanggal 5 Desember 2020

E-Report

Logout
O Plan vacation NEWS corner

Microsoft's Concept of How 2019 Will Look Like - Official Video
JDIH Video Corner © Uploaded on October 27, 2011
Science and Technology

What do you think the world will look like in 2019? Predicting future trends is usually
done poorly by Analysts so company's seem to want to give consumer a glimpse of
what they want the future to look like.

Microsoft has just released a video showcasing magical
gadget after magical gadget.

Earlier this month "Microsoft Office Labs Vision 2019," was released and now we
have "Productivity Future Vision (2011)". Both are inspiring and beautifully edited.

3 5 7t o

hn.go.id @jdihnindonesia JDIH Nasional @jdihninonesia jdihn indonesia




le-report
& JDIH
SELAMAT DATANG, SE-l—HNG USER

Kota Bogor

£ Setting

& SETTING USER Masukan password
a2 Dashboard Hama pengguns rote Hoger Ia m a ya it U .
g8 Data Profil JDIH peername Kota Bogor SE r3 pOrTH I ng//

Password Lama

Password Baru

Masukan password
baru yang dinginkan

Ganti Password

Klik Data Profil
JDIH

Klik Ganti Password

PERUBAHAN PASSWORD MOHON DICATAT !!!

3 © of >

www.jci.ihn.go.id @jdihnindonesia JDIH Nasional @jdihninonesia jdihn indonesia




</
([lllle-report

& w JIDIH

SELAMAT DATANG,
Kota Bogor

Data Keanggotaan JDIH

bod

Setting

ORGANISASI
Dashboard

a Data Profil JDIH

2 E-Report A PHP Error was encountered
Severity: Notice
= LoBant Message: Undefined index: id_anggota
Filename: content/anggota_view.php
Line Number: 64
Backtrace:

File:
Ivar/www/html/ereport/application/views/admin/content/anggota_view.php
Line: 64
Function: _error_handler

File: /var/www/html/ereport/application/views/admin/main_alt.php
Line: 49
Function: view

File: /var/www/html/ereport/application/controllers/Jdihn.php
Line: 48

©

@jdihnindonesia

(J

www.jdihn.go.id

® Logout

< Migrasi Data

Untuk memulai pengisian e-report,
silahkan klik Migrasi Data bagi
anggota yang sudah pernah mengisi
e-report pada aplikasi sebelumnya
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(lle-report
&% IDIH
SELAMAT DATANG, Data Keanggotaan JDIH

Kota Bogor

. Pilih ORGANISASI

Setting
l» Lapokan E-Report

ORGANISASI

a2 Dashboard

== Data Profil JDIH

== E-Report edit logo
— & Kota Bogor pada bagian paling

. Nama Instansi: Kota Bogor bawa h Ia ma n p i I i h

Untuk mengganti : ,
_ , Nomenkiatur Edit Data kemudian

logo instansi o
lakukan pengisian

Silahkan klik Edit Jalan: ]I Ir. H.Juanda No. 10
Logo Kota: Kota Bogor
Provinsi: Jawa Barat

SOP Pengelolaan
JDIH:

X Edit Data
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(=l e-report
\]& JDIH
SELAMAT DATANG,
Kota Bogor

o

Setting

a8 Dashboard

a8 Data Profil JDIH

2= E-Report

== Logout

Klik Tab SDM

SDM

No

S

Pilih Tab Anggaran untuk

Data Keanggotaan JDIH

Pilih SDM

mengisi data jumlah anggaran
pengelolaan JDIH pada tahun

penlaian

SDM

Klik Tab Pelatihan

Jabatan

Nama Lengkap dan gelar

Klik +Pelatihan kemudian lakukan
pengisian pada masing-masing SDM

-

NIP Pangkat/Golongan Klasifikasi Pendidikan w%

Klik +SDM kemudian lakukan
pengisian, untuk penambahan data
SDM lebih dari satu, klik Kembali
+SDM kemudian lakukan pengisian

G
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(= /le-report
\& JDIH
SELAMAT DATANG,

Kota Bogor yang ada dalam tabel pengisian,
o

e dapat ditambahkan dengan klik
KOLEKSI DOKUMEN HUKUM +Data DOkumen

Pilih Koleksi Dokumen Hukum Untuk dokumen hukum selain

a8 Dashboard

a2 Data Profil JDIH

82 E-Report A 1 i I
P 1. KOLEKSI DOUKUMEN H Kllk _anut data d| bag|an kanan

lakukan pengisian sesuai
dengan jenis Dokumen Hukum

- et PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN + DATA DOKUMEN PERUNDANG-UNDANG LAIN

Jenis Peraturan Perundang-undangan *screenshoot action

UNDANG-UNDANG

o Klik Update Aspek KDH dan
lakukan pengisian dan unggah

DOKUMEN LANGKA b u kti d O ku m e n

Judul Dokumen Langka Jumlah Fisik / Hard Copy Jumlah Otomasi di Website Jumlah Telah Terintegrasi BOw Qen (*screenshoot website) action

+ DATA DOKUMEN NON PERUNDANG-UNDANG

ASPEK KDH

. UPDATE ASPEK KDH

3 [©) "&f >
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(B e-report
') JIDIH

SELAMAT DATANG,
Kota Bogor

o

Setting

Dashboard

Data Profil JDIH

E-Report

Logout

Data Keanggotaan JDIH

Pilih Teknis Pengelolaan

A\

TEKNIS PENGELOLAAN

IV. TEKNIS PENGELOLAAN DOKUMEN HUKUM

ASPEK TPDH

Aspek

Melakukan Penyampaian Laporan JDIH
SOP Pengelolaan JDIH

Standar Metadata Dokumen Hukum yang dikelola sudah
Hukum)

Abstrak Dokumen Hukum yang dikelola sudah sesuai de

Klik Update Aspek Teknis Pengelolaan
dan lakukan pengisian sesuai kondisi
pengelolaan JDIH disertai dengan
unggah bukti dokumen

. UPDATE ASPEK TEKNIS PENGELOLAAN

I Lapokan E-Report

dhdisi  Bukti Action

Dokumen

www.jd‘ihn.go.id
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(I e-report
"y IDIH
SELAMAT DATANG, Data Kea nggotaan JDIH

Kota Bogor

o

S i Pilih Sarana & Prasarana |\

SARANA & PRASARANA

a2 Dashboard

a2 Data Profil JDIH

kemudian pilih +input data di
bagian kanan tabel kemudian

lakukan pengisian disertai
Sarana & Prasarana . i Action
dengan unggah bukti dokumen
MEMILIKI RUANG KHUSUS KOLEKSI PERPUSTAKAAN (TERPISAH DENGAN RUANG KERJA DENGAN POSISI YANG STRATEGIS, MUDAH

ANG TERPISAH DARI RUANG KOLEKSI)

&2 E-Report SARANA PRASARANA

22 Logout

Untuk sarana dan prasarana selain
yang ada dalam tabel pengisian,
dapat ditambahkan dengan klik Input

Sarana Prasarana Lain

3 ©) of o
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Kondisi Tahun Jumlah Bukti Dokumen Action




(5 le-report
&% IDIH
SELAMAT DATANG, Data Keanggotaan JDIH

Kota Bogor

A Pilih Pemanfaatan TIK

Setting
\ l»* Lapokan E-Report

PEMANFAATAN TIK

Dashboard

Data Profil JDIH

E-Report VI ASPEK PEMANFAATAN TIK

Logout
= X UPDATE PTIK

Aspek disi Bukti Dokumen Action
Alamat Website ]DIH (domain name) merupakan subdomain dari website utama instansi (*contoh: jdih.kemenkumham.go.id)
Memuat Logo JDIHN di pojok kiri atas Website |DIH

Menampilkan link/alamat Website Anggota JDIH di bawah ins kI i k U pd ate PTI K d an Ia ku ka N

Memiliki Fitur Penelusuran Dokumen Hukum (advance searcl
Memiliki Kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat terhadap p pe n g I S I a n Ses u a I ko n d ISI
Website JDIH sudah terintegrasi dengan JDIHN.GO.ID pengeIOIaan J DI H dise rtai
Website JDIH dilengkapi dengan sistem keamanan, ditandai d d .

engan unggah bukti dokumen
Anggota JDIHN memiliki aplikasi berbasis mobile yang dapat g gg
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N .\ e-repo rt
& JDIH
SELAMAT DATANG,
Kota Bogor

o

Setting

a8 Dashboard

Data Keanggotaan |DIH

Pilih Promosi JDIH

== Data Profil JDIH

2= E-Report

== Logout

Untuk Promosi JDIH selain yang
ada dalam tabel pengisian, dapat
ditambahkan dengan klik

+Tambah Kategori Promosi JDIH Kord Nama medi

Sosialisasi |DIHN Melalui Media Massa/Cetak

FACEBOOK

INSTAGRAM

TWITTER

YOUTUBE

MEDIA PROMOSI LAINNYA

Bukti Dokumen

kemudian pilih +input data di
bagian kanan tabel kemudian
lakukan pengisian disertai
dengan unggah bukti dokumen

I’ Lapokan E-Report

PROMOSI JDIH

+ TAMBAH KATEGORI PROMOSI JDIH

Action

G
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(5 Me-report
&% IDIH
SELAMAT DATANG, Data Keanggotaan JDIH

Kota Bogor

&

S Pilih Penguatan Organisasi & Kerjasama

22 Dashboard /

PENGUATAN ORGANISAS] & KERJASAMA
aa Data Profil JDIH

&8 E-Report VIl PENGUATAN ORGANISASI DAN KERJASAMA

== Logout Melaksanakan Pelatihan Pengelolaan JDIH di Tahun Penilaian

g +INPUT DATA

Nama Pelatihan Tanggal Tempat Pelatihan Tingkat Peserta yang Mengikuti Pelati Bukti Foto Kegiatan

kemudian pilih +input data
Melakukan Study Banding (dalam Tahun Penilaian) pada masing_masing bagian & INPUT DATA
S kanan tabel kemudian lakukan | ,
ama Pelatihan Tanggal Tempat Pel Bukti Foto Kegiatan Action

pengisian disertai dengan
unggah bukti dokumen

Melakukan Koordinasi & Konsultasi baik ke BPHN/Pusat |D n)

+ INPUT DATA
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lle-report
JDIH

SELAMAT DATANG,
Kota Bogor

‘-(
‘\

&

Setting

a8 Dashboard
a3 Data Profil |DIH
=2 E-Report

== Logout

Data Keanggotaan JDIH

Pilih Permasalahan & Kendala

PERMASALAHAN & KENDALA

DTerbatasnya jumlah SDM pengelola JDIH

lw» Lapokan E-Report

Klik/centang pada kotak yang
tersedia sesuai kondisi
permasalahan yang dihadapi
dalam pengelolaan JDIH
kemudian dijelaskan dalam
kolom Uraian berikut dengan

IX. Permasalahan dan Kendala

PERMASALAHAN / KENDALA YANG DIHADAPI DALAM

MENGELOLA JDIH DTerbatasnya sarana/prasarana pengelolaan JDIH

L] Sulitnya akses internet/jaringan

[ spm Pengelola JDIH belum mendap

[ ku rangnya sosialisasi JDI

upaya yang telah dilakukan

URAIAN

klik Submit

G
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&/
(5l e-report
\& JDIH
SELAMAT DATANG,
Kota Bogor

Data Keanggotaan |DIH

l»» Lapokan E-Repaort

o

Setting

as Dashboard

SARAN

a8 Data Profil DIH

22 E-Report X SARAN Pilih Saran % SEtelah pengiSian |ap0ran Selesai

= o SARAN dilakukan, klik Laporkan e-report untuk
MENGIRIMKAN LAPORAN, pilih Tahun

Laporan yang akan disampaikan
e kemudian klik Laporkan

klik Submit untuk
menyimpan data isian /@ lakukan pengisian pada
kolom Saran dan Masukan

atas pengelolaan JDIH
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Pengelolaan JDIH

Koordi

nasi/Konsultasi JDIH

Monitoring/Evaluasi Pelaksanaan JDIH

Mengi
Rapat
BIMTE

kuti/Menghadiri Kegiatan JDIHN
Koordinasi JDIH

K/FGD/Sosialisasi JDIH

Promosi JDIH dan Lomba Menulis Artikel
Penilaian Anggota JDIH Terbaik (oleh Pusat JDIH)

. Pengadaan Buku Hukum
. Peningkatan Sarana/Prasarana = ..




PERHATIAN!

* Setiap perubahan/penambahan yang dilakukan pada data e-
Reporting JDIHN TIDAK SECARA LANGSUNG masuk ke dalam
Laporan yang sudah dilaporkan sebelumnya;

* Setelah melakukan perubahan/penambahan pada data e-
Reporting JDIHN, HARUS MENGIRIMKAN KEMBALI LAPORAN

YANG TERBARU dengan mengklik

i & () &f o
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Informasi lebih lanjut,
kunjungi media sosial kami

Cari
Dokumen
Hukum?

JDIHN.GO.ID
saja

g idih nasional

@ jdihnindonesia
%" jdihnindonesia
2 jdihn Indonesia

TERIMA KASIH



